BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR :188.45/290/427.12/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati.

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



Menetapkan :
KESATU

10.

11

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20,

21.

22

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008
tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif
Pemerintahan Daerabh;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan
dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah
kepada Masyarakat;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/20/M.PAN/04 /2006 tentang Pedoman
Penyusunan Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/20/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Pelayanan Publik ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: KEP/25/M.PAN/02/2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun
2005 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14
Tahun 2016; .

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2017;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Review RPJMD.

MEMUTUSKAN:

. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang, sebagaimana dalam lampiran Keputusan
ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kesatu

terdiri dari:

a. indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang;

b. indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kedua,

bertujuan untuk:

a. memberikan informasi kinerja yang penting dan mendapat
prioritas serta diperlukan dalam menyelenggarakan
manajemen Kinerja organisasi;

b. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kedua

huruf a, dimanfaatkan untuk:

a. perencanaan jangka menengah Kabupaten Lumajang;

b. perencanaan Tahunan Kabupaten Lumajang;

c. penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten
Lumajang;

d. pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Lumajang;

e. evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang;

f. pemantauan dan pengendalian Kinerja Pelaksanaan
Program Kegiatan.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka
Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/206/427.12/2016
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Lumajang dan Satudn Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 28 Juli 2017

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kab. Lumajang;




LAMPIRAN I

Tanggungjawab
Visi
Misi

Tujuan

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR

188.45/290/427.12/2017

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Bupati Lumajang

Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat

1.

A T ol

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral

melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan ;

. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian,

Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya ;

. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan

yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan

Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan

pelestarian budaya

Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya

Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan



Indikator Tujuan

© ® N ok W= N

Indeks Pendidikan

Indeks Kesehatan

Tingkat Kemiskinan

Indeks GINI

Indeks Rasa Aman

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Persentase Pertumbuhan Ekonomi

Indek Reformasi Birokrasi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Tertib dan Aman

Sasaran

No Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data SKPD PJ
1. | Meningkatnya 1. Angka Melanjutkan Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang
aksesibilitas (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs X 100%
dan kualitas SMP/MTs Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI pada ?
pendidikan tahun ajaran sebelumnya
2. Angka Melanjutkan Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang
g\lﬁ /d§11\r41 1?/1\1/\1/13\/ MTs ke SMA/SMK/MA Dinas Dinas
X 100% P ey
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Pendidikan Pendidikan
pada tahun ajaran sebelumnya
3. Angka Kelulusan (AL) Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI
SD/MI X 100%

Jumlah siswa yang mengikuti ujian
tingkat SD/MI




Sasaran

No . Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data SKPD PJ
Strategis
4. é{\l/{g;l){/aMISFelqusan (AL) | Jumlah siswa yang lulus tingkat SMP/MTs
S
Jumlah siswa yang mengikuti ujian X 100%
tingkat SMP/MTs
2. | Meningkatnya 5. Indeks Pembangunan Nilai indeks minat baca tahun (N-(N-1)) Dinas Dinas
minat baca Literasi . . X 100% | Kearsipan & | Kearsipan &
masyarakat Nilai indeks minat baca tahun N-1 Perpustakaan | Perpustakaan
3. | Terpeliharanya | 6. Persentase Budaya Jumlah budaya daerah yang dilestarikan D.m.as Dinas
Budaya Daerah Daerah yang X 100% Pariwisata Pariwisata dan
dilestarikan e dan
Jumlah budaya daerah yang dimiliki Kebudayaan Kebudayaan
4. | Meningkatnya 7. Persentase fasilitasi Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan )
kualitas embinaan keagamaan - - 0 Bag. Adm. Sekretariat
p & Jumlah kegiatan keagamaan sesuai SKB 3 | X 100%
bi g 8 Kesra Daerah
pembinaan Menteri
keagamaan 8. Nilai pendidikan Jumlah nilai pendidikan keagamaan Dinas )
keagamaan Jumlah seluruh siswa SD/MI/Paket A dan Pendidikan Per?c;irziaillian
SMP/MTs/Paket B
5. | Meningkatnya 9. Angka Harapan Hidup
derajat . . Dinas
Kkesehatan Data hasil perhitungan oleh BPS BPS Kesehatan
masyarakat
6. | Terkendalinya 10. Total Fertility Rate Dinas
Laju (TFR) . . Pengendalian
Pertumbuhan Data hasil perhitungan oleh BPS BPS Penduduk, KB
Penduduk dan PP
7 | Meningkatnya 11. Persentase Indeks
Indeks Pembar?gu nan Data hasil perhitungan oleh BPS BPS
Pembangunan Gender:
Gender




Sasaran

Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja

Kerja

No . Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data SKPD PJ
Strategis
8 | Meningkatnya 12. Jumlah Cabang .
Prestasi Olahraga (Cabor) Dinas Dinas Pemuda &
. Jumlah cabang olahraga berprestasi tahun N Pemuda &
Olahraga Berprestasi Olahraga
Olahraga
Daerah
9 | Meningkatnya 13. Persentase Nilai PDRB sektor Perdagangan (tahun N -
Usaha Pertumbuhan PDRB tahun dasar 2013) X 100% Dinas Dinas
Perdagangan Sektor Perdagangan Nilai PDRB sektor perdagangan tahun ° | Perdagangan | Perdagangan
dasar 2013
10 | Meningkatnya 14. Persentase PDRB Nilai PDRB sektor Industri (tahun N —
Sektor Industri Sektor Perindustrian tahun dasar 2013) X 100% Dinas Dinas
Nilai PDRB sektor Industri tahun dasar ° | Perdagangan | Perdagangan
2013
11 Memp gkatnya 15. Persentase Koperasi Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat Dinas . .
Kualitas Sehat dan Cukup i Dinas Koperasi
K . X 100% | Koperasi &
operasi dan Sehat Jumlah k . dinilai UMKM & UMKM
Usaha Mikro umlah koperasi yang dinilai
16. Persentase Jumlah usaha Mikro tahun N — Jumlah Dinas Di K .
Pertumbuhan Usaha usaha mikro tahun dasar X 100% | Koperasi & mSealSUl\/(I)IIzle ast
Mikro Jumlah usaha mikro tahun dasar UMKM
12 | Meningkatnya 17. Persentase Kenaikan Nilai PMDN tahun N - Nilai PMDN tahun Dinas Dinas
Investasi di Nilai PMDN N-1 X 100% | Penanaman Penanaman
Daerah Nilai PMDN tahun N-1 Modal & PTSP | Modal & PTSP
13 Memp gkatnya 18. Indeks angka . Jumlah kecelakaan lalu lintas x 100.000 . .
Kualitas kecelakaan lalu lintas Dinas Dinas
X 100
Infrastruktur Perhubungan | Perhubungan
T . Jumlah penduduk
ransportasi
14 | Meningkatnya 19. Tingkat Penganggur Jumlah penganggur terbuka - .
Daya Saing Terbuka (TPT) X 100% | Dinas Tenaga | Dinas Tenaga

Kerja




Sasaran

No Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data SKPD PJ
15 | Meningkatnya 20. PDRB Sektor Pertanian
Pertumbuhan Nilai PDRB Sektor Pertanian tahun N-1 + ) )
Ekonomi Sektor (Nilai PDRB Sektor Pertanian tahun N-1 x D1na§ D1na§
. Pertanian Pertanian
Pertanian 0,03)
Dalam PDRB
16 | Meningkatnya 21. PDRB Sektor
Eilgggnrr?iuél;?cor Perikanan Nilai PDRB sektor perikanan tahun N-1 + (nilai Dinas Dinas
. PDRB sektor perikanan tahun N-1 x 2%) Perikanan Perikanan
Perikanan
Dalam PDRB
17 | Meningkatnya 22.Indeks Kualitas
Kualitas Lingkungan Hidup . .
. Dinas Dinas
Sumber Daya (IKLH) 30% IKU (Indeks Kualitas Udara) + 30% IKA (Indeks Linekunean Linekunean
Alam dan Kualitas Air) + 40% ITV (Indeks Tutupan Vegetasi) gLUng SLUng
} Hidup Hidup
Lingkungan
Hidup
18 | Meningkatnya 23. Persentase Jumlah total kunjungan wisatawan (tahun .
. . . . . . Dinas .
Wisatawan peningkatan jumlah N) — jumlah total kunjungan wisatawan Pariwisata Dinas
Kunjungan Wisatawan (tahun N-1) X 100% dan Pariwisata dan
jumlah total kunjungan wisatawan (tahun Kebudayaan
N-1) Kebudayaan
19 | Meningkatnya 24.Indeks Kualitas IA=ZXPn .
Kualitas Layanan Infrastruktur PO X 100 | Dinas PU dan | Dinas PU dan
Infrastruktur Tata Ruang Tata Ruang
Daerah
20 | Meningkatnya 25. Jumlah Dokumen Tata
Penataan Rgang yang Jumlah dokumen tata ruang yang di-Perdakan Dinas PU dan | Dinas PU dan
Kawasan Diperdakan
. tahun N Tata Ruang Tata Ruang
Daerah Sesuai
Tata Ruang




Sasaran

No Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data SKPD PJ
21 | Meningkatnya 26. Persentase Realisasi skor PPH tahun N Dinas Dinas
Ketahanan peningkatan pola Target skor PPH tahun N X 100% | Ketahanan Ketahanan
Pangan pangan harapan (PPH) Pangan Pangan
22 | Meningkatnya 27.Penurunan Jumlah
Keberdayaan Desa Tertinggal (DT) Jumlah desa tertinggal (DT) dan Desa Sangat
Masyarakat dan Desa Sangat Tertinggal (DST) tahun N-1 dikurangi Jumlah desa DPMD DPMD
dan Desa Tertinggal (DST) tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST)
Berdasarkan Indeks tahun N
Desa Membangun
23 | Meningkatnya 28. Persentase Rumah Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Dinas Dinas
Kualitas Sarana Tangga (RT) yang Terlayani Infrastruktur Dasar % 1007, | Perumahan & | Perumahan &
Dasar Terlayani Infrastruktur ° Kawasan Kawasan
Permukiman Dasar Jumlah seluruh Rumah Tangga Permukiman | Permukiman
24 Menipgkatnya 29. Persentase PMKS Jumlah PMKS yang memperoleh
Kualitas dan Skala Kabupaten yang pemenuhan kebutuhan dasar
Jangkauan Memperoleh Bantuan X 100% | Dinas Sosial | Dinas Sosial
X Jumlah PMKS yang seharusnya
Sosial Pemenuhan memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar
Kebutuhan Dasar
25 | Meningkatnya 30. Persentase Penduduk Jumlah penduduk yang terlayani Dinas
Kualitas yang terlayani Adminduk Kependuduka
Pelayapan . Adminduk Jumlah penduduk yang seharusnya X 100% n &
Administrasi terlayani Adminduk Pencatatan
Kependudukan Sipil
26 | Meningkatnya 31. Penyebarluasan
Keterbukaan Informasi Melalui Dinas Dinas
Komunikasi Media Publik Jumlah saluran penyebarluasan informasi dan Komunikasi | Komunikasi &
dan Informasi komunikasi pada tahun N . .
& Informatika | Informatika




Sasaran

No Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data SKPD PJ
27 | Meningkatnya 32. Persentase OPD Jumlah OPD dengan predikat Wilayah
Tata Kelola dengan predikat Bebas Dari Korupsi (WBK) o
Pemerintahan Wilayah Bebas Dari Jumlah seluruh OPD X 100% Inspektorat Inspektorat
yang Baik Korupsi (WBK)
33. Nilai Maturitas SPIP Penerapan Level SPIP OPD level 3 Inspektorat Inspektorat
34. Nilai LPPD o . . Bag. Adm. Sekretariat
Nilai LPPD dengan Kategori Sangat Tinggi Pemerintahan Daerah
35. Nilai SAKIP Kabupaten Bag. i
P Nilai SAKIP minimal B & | Sekretariat
Organisasi Daerah
36. Persentase Kompetensi Jumlah pejabat struktural yang
ASN ditempatkan sesuai dengan kompetensi | X 100% BKD BKD
Jumlah seluruh pejabat struktural
37. Persentase Prolegda Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi
yang ditetapkan Perda o Sekretariat
menjadi Perda Jumlah Raperda yang diajukan untuk X 100% | Bag. Hukum Daerah
ditetapkan sebagai Perda
38. Hasil Audit Kearsipan Nilai audit tahun (N-(N-1)) Dinas Dinas
Pemerintah Kabupaten Nilai audit tahun N-1 X 100% | Kearsipan & Kearsipan &
ral audit taiun N~ Perpustakaan | Perpustakaan
39. Indeks Kepuasan o Bag. Sekretariat
Masyarakat (IKM) Nilai [KM Organisasi Daerah
28 | Meningkatnya 40. Opini BPK
Akuntabilitas
Pengelolaan . .
Keuangan dan Data hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK-RI BPKD

Aset Daerah

BPK RI
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LAMPIRAN II

Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Tujuan
Indikator Tujuan

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR : 188.45/290/427.12/2017

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Sekretariat Daerah

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah ;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah ;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah ;

Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah ;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

1. Nilai LPPD

2. Nilai SAKIP Kabupaten

3. Persentase Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda

®© oo T



INDIKATOR KINERJA UTAMA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus / formula Sumber Data Pe!:;:ff: ne
1 Meningkatnya 1. Persentase Jumlah Fasilitasi dan koordinasi
Koordinasi, Fasilitasi, peningkatan yg dilaksanakan
Evaluasi koordinasi dan =~ | --mmmmmmmmmmmmmmmm e x 100%
penyelenggaraan fasilitasi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi
pemerintahan daerah penyelenggaraan yang di targetkan
pemerintahan daerah
2. Persentase fasilitasi Jumlah pemilu yang difasilitasi
pemilu Presiden/ | -—--——-mmmmmmmmmmm x 100%
Legislatif/ Kepala Jumlah pemilu tahun berjalan
Daerah
3. Persentase penegasan Jumlah kecamatan yang batasnya
batas wilayah ditegaskan Bagian Adm.
kecamatar}l’ ———————————————————— % ———————————————————— x 100% Laporan Data Perr%erintahan
Jumlah kecamatan
4. Persentase dokumen Jumlah dokumen evaluasi yg
evaluasi dikirim tepat waktu
penyelenggaraan =~ | --m-mmmmmmmmmmmmmmmmm o x 100%
pemerintahan daerah Jumlah dokumen evaluasi
yang dikirim tepat penyelenggaraan pemerintah daerah
waktu
2 Meningkatnya 1. Persentase Jumlah kasus tanah yang
koordinasi dan sengketa/kasus tanah difasilitasi
fasilitasi bidang pemerintah daerah | -—--——--—-—mmmmm x 100%
kerjasama dan yang difasilitasi Jumlah kasus tanah yang terdaftar




Penanggung

sosialisasi hukum

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus / formula Sumber Data Jawab
pertanahan 2. Persentase MoU yang Jumlah kesepakatan bersama yang
ditindaklanjuti ditindaklanjuti dengan perjanjian
perjanjian kerjasama kerjasama
daerah =0 | s x 100%
Jumlah kesepakatan bersama
3 | Tersedianya 1. Persentase Raperda Jumlah PERDA yang diusulkan
Perangkat Hukum yang disahkan menjadi | ---------------—mmmmmmmm x 100%
yang Menjamin Perda Jumlah PERDA disahkan
Kepastian Hukum 2. Persentase produk Jumlah produk hukum yang
dan Partisipasi hukum (Perda dan diusulkan
Masyarakat Perbup) yang sesuai = | ---------mmmmmmmmm x 100%
dengan kebutuhan Jumlah produk hukum
daerah disahkan
3. Presentase Rancangan Jumlah PERDES
Peraturan Desa yang | ----—-—----—-——mmmmmmmmmmmmm x 100% )
Bagian
selaras Peraturan Jumlah Perdes yang Laporan Data
. . . . Hukum
Perundang-undangan Dievaluasi/Klarifkasi
4. Presentase Jumlah Perwakilan Hadir
Keterwakilan Dalam Uji Publik
Stakeholder yang = | ----mmmmmmmmmmm e x 100%
Mengikuti Uji Publik Jumlah Perwakilan Ideal Dalam
Perda Uji Publik
4 | Meningkatnya Jumlah masyarakat yang
Pengetahuan Hukum | mendapatkan Jumlah masyarakat yang hadir dalam
Masyarakat penyuluhan dan Penyuluhan/Sosialisasi




Penanggung

masyarakat pra
sejahtera

Jumlah Pagu RASTRA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus / formula Sumber Data Jawab
5 | Meningkatnya Presentase penyelesaian Jumlah Permohonan Bantuan
penyelesaian permasalahan hukum Hukum
permasalahan Aparatur Pemkab = | - x 100%
hukum Lumajang Jumlah Bantuan Hukum
6 | Meningkatnya 1. Jumlah komoditas
pengendalian sembako yang Jumlah komoditas sembako yang
stabilitas harga mengalami mengalami kenaikan / penurunan harga
kebutuhan pokok dan kenaikan/ penurunan maksimal 10%
ketersediaan BBM harga maksimal 10 %
2. Persentase Realisasi Jumlah realisasi penyaluran BBM
penyaluran BBM | ———-eme x 100%
terhadap kebutuhan Jumlah Kebutuhan
7 | Potensi Perekonomian | Persentase pedoman Jumlah pedoman pelaksanaan Bagian
Daerah pelaksanaan bidang bidang perekonomian yang dibuat Administrasi
perekonomian 00| smmmmmmmmmmmmmm x 100% Laporan Energi Sumber
dibandingkan dengan Jumlah Kebutuhan pedoman Kegiatan Daya Alam
kebutuhan bidang perekonomian dan
8 | Meningkatnya kinerja | Persentase BUMD yang Jumlah BUMD sehat Perekonomian
BUMD berkategori sehat ====0| e x 100%
(mendapatkan laba) Jumlah BUMD
9 Meningkatnya Persentase penyaluran
pemenuhan Rastra kepada Keluarga
. Jumlah penyaluran RASTRA
kebutuhan pangan Penerima Manfaat | "~~~ < 100%




Penanggung

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus / formula Sumber Data Jawab
10 | Meningkatnya 1. Persentase fasilitasi Jumlah fasilitasi kegiatan
fasilitasi kerukunan kegiatan keagamaan keagamaan tertentu
umat beragama tertentu @000 | e x 100%
Jumlah kegiatan keagamaan
sesuai SKB 3 menteri Sub Bagian
2. Persentase fasilitasi Jumlah fasilitasi kegiatan Agama
kegiatan keagamaan keagamaan insidentil
insidentil | ssmemmmrmm x 100%
Jumlah kegiatan keagamaan Bagian Kesra
sesuai SKB 3 Menteri
11 | Meningkat 1. Jumlah bant
em.ng attya vrah bantuan Jumlah masyarakat kurang mampu yang | Sub Bagian
kesejahteraan rakyat kepada masyarakat . .
memperoleh bantuan sosial Kes. Sosial
kurang mampu
2. Jumlah santri dan Sub Bagian
guru ngaji yang Jumlah santri dan guru ngaji yang Pendidikan
mendapatkan fasilitasi terfasilitasi pembinaan SDM dan
pembinaan SDM Kebudayaan
12 | Meningkatnya 1. Persentase OPD yang Jumlah Program pengembangan
penyelenggaraan melaporkan hasil yang harus dilaksanakan Sub Bagian
administrasi pembangunan tepat = | -----mmmmmmmmmmm o x 100% | Monev dan
pembangunan yang waktu Jumlah SKPD yang mengirimkan Pelaporan Bagian Adm.
baik dan benar laporan tepat waktu
Pembangunan
2. Persentase OPD yang Jumlah OPD yang mengunggah )
Sub Bagian
mengunggah RUP RUP tepat waktu
Monev dan
tepat waktu === 0| - x 100%
Pelaporan

Jumlah seluruh OPD




Penanggung

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus / formula Sumber Data Jawab
13 | Meningkatnya Persentase OPD yang Jumlah OPD yang mengusulkan Sub Bagian
akuntabilitas dan mengusulkan proses proses lelang pengadaan barang / Adm.
transparansi rencana | lelang pengadaan barang jasa pada ULP Program
dan pelaksanaan / jasa pada ULP | —mmmmmmmm x 100%
pengadaan barang / Jumlah paket pekerjaan pada RUP
jasa
14 | Peningkatan Jumlah anggota ULP dan Sub Bagian
kompetensi Pokja ULP mengikuti Jumlah anggota ULP dan Pokja ULP Pelaksanaan
kematangan Diklat, Bintek, Sosialisasi | mengikuti Diklat, Bintek, Sosialisasi dan | Program
organisasi pengadaan | dan Konsultasi Konsultasi
barang / jasa
15 | Meningkatnya 1. Nilai Indeks Kepuasan Laporan /
kualitas layanan di Masyarakat di bidang Dokumen
bidang kerumahtanggaan Nilai IKM IKM di bid.
kerumahtanggaan Kerumah
serta sarana dan tanggaan Bagian Umum
prasarana 2. Nilai Indeks Kepuasan Laporan /
perkantoran di Masyarakat di bidang Nilai IKM Dokumen
lingkungan Setda sarana dan prasarana IKM di bid.
Kab. Lumajang Sarpras
16 | Meningkatnya Persentase SKPD yang
Kapasitas sesuai dengan PP 18 Jumlah SKPD yang sesuai
Kelembagaan Tahun 2016 dengan PP 18 Tahun 2016 Subag Bagian
Organisasi Perangkat | | e x 100% | Kelembagaan Organisasi

Daerah yang Efektif
dan Efisien

Jumlah SKPD yang ada




Penanggung

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus / formula Sumber Data Jawab

17 | Meningkatnya Persentase SKPD yang Jumlah SKPD yang menerapkan
Pelayanan Publik menerapkan Standar SPP Subag Tata

Pelayanan Publik =~ | ———m—mmmmmmmm x 100% Laksana
Jumlah SKPD yang ada
18 | Meningkatnya Persentase LKj SKPD Jumlah SKPD yang berpredikat B
- o . Subag
Akuntabilitas Kinerja |yang berpredikat B dan dan CC Standarisasi
Pemerintah O T X 100% ..
Kinerja
Jumlah SKPD yang ada

19 | Meningkatnya Persentase kegiatan serta

Kuali L Kebijakan B i, Wakil

ualitas . ayanan eblja. an Bupatl, E.i ' Jumlah Berita yang dimuat Media
Informasi dan Bupati, dan Sekretaris Massa
Penyebarluasan Daerah yang dimuat oleh X 100% Sub Bagian
Informasi Kegiatan media massa ° | Pemberitaan

. Jumlah Press Release + Jumlah

serta Kebijakan Jumpa Pers yang dilakukan
Bupati, Wakil Bupati, P yang
dan Sekretaris Daerah .

20 | Meningkatnya Persentase kegiatan Jumlah kegiatan Bupati, Wakil Bagian Humas
pelayanan kedinasan | Bupati, Wakil Bupati dan | Bupati dan Sekretaris Daerah yang dan Protokol
kepala daerah/wakil Sekda yang di didokumentasikan
kepala daerah dokumentasikan 00| —mmmmmmmmmmmmmm e X 100%

Jumlah kegiatan Bupati, Wakil Sub Bagian
Bupati dan Sekretaris Daerah Peliputan




Penanggung

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus / formula Sumber Data Jawab
21 | Meningkatnya Persentase dialog Jumlah dialog / audiensi Bupati
pelayanan kedinasan | audiensi dengan tokoh dan/atau Wakil Bupati dengan
kepala daerah/wakil masyarakat yang tokoh masyarakat yang
kepala daerah diselenggarakan. diselenggarakan Sub Bagian
————————————————————————————————————————— X 100% | Peliputan
Jumlah permohonan dialog /
audiensi yang diajukan oleh
masyarakat
22 | Meningkatnya Persentase pelayanan Jumlah pelayanan keprotokolan
kualitas pelayanan keprotokolan sesuai sesuai dengan SOP Protokol Sub Bagian
keprotokolan Bupati, |dengan SOP Protokol = | -——-———-mmmmmmmmmmm X 100% Protokol
Wakil Bupati, dan Jumlah permohonan dan
Sekretaris Daerah koordinasi yang diajukan
23 | Meningkatkan 1. Jumlah pengesahan Jumlah Pengajuan Pejabat
kualitas GU minimal 1 kali =~ | === X 100% | Verifikasi
Penatausahaan dalam sebulan Jumlah bagian SKPD
Keuangan dan 2. Prosentase Jumlah penyerapan Laporan
Kepegawaian penyerapan Realisasi | -----------mmmmmmmmmmmmm X 100% | Realisasi Bagian
Anggaran Jumlah anggaran Anggaran
Keuangan dan
3. Prosentase Jumlah temuan LHP setiap Kepegawaian
penurunan jumlah | -——------m X 100% Bagian
temuan BPK dan APIP Jumlah Bagian
4. Prosentase Jumlah Pegawai yang diusulkan .
Pengusulan Kenaikan | -------------mmmmmmmmmmm X 100% Sub Bagla.n
Kepegawaian

Pangkat Tepat Waktu

Jumlah rencana pengusulan




2. Instansi : Sekretariat DPRD

Tugas Pokok : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Pemfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
d. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Tujuan : Meningkatnya pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD serta kinerja DPRD

Indikator Tujuan :  Survei Kepusasan Masyarakat (SKM)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

P
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber enanggung

Data Jawab
1 | Meningkatnya kualitas | Persentase pemenuhan Jumlah staf ahli yang dimiliki fraksi Bacian
pelayanan kegiatan kebutuhan staf ahli fraksi | ---------=—-=————— o x 100% Laporan &
. : Humas dan
pimpinan dan anggota | DPRD Jumlah kebutuhan staf ahli Data
DPRD Protokol
2. | Meningkatnya kinerja | 1.Persentase pengaduan Jumlah Pengaduan Masyarakat yg
DPRD masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD
ditindaklanjuti =~ | --mmmmmmmmmm x 100% Laporan Bag. Humas
Jumlah Seluruh Pengaduan Data dan Protokol

Masyarakat yang masuk ke
Sekretariat DPRD

2. Persentase rancangan Jumlah Raperda yang disahkan
Peraturan Daerah menjadi Perda Laporan Bacian
(Raperda) yang disahkan| ----------=-—-mmmmmm oo x 100% P ) &
g ) Data Persidangan
menjadi Peraturan Jumlah Raperda yang diusulkan
Daerah (Perda) menjadi Perda




3. Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Tujuan
Indikator Tujuan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat

membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui

pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,;

O o W)

penyusunan laporan hasil pengawasan;
pelaksanaan administrasi Inspektorat;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

1. Persentase OPD dengan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)

2. Nilai Maturitas SPIP

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

pengawasan BPK, BPKP)

. Persentase OPD yang

sudah zona integritas

Jumlah OPD yang telah ditetapkan
sebagai zona integritas WBK

Jumlah seluruh OPD

x 100%

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Penanggung
Data Jawab
1 | Meningkatnya 1. Persentase Jumlah rekomendasi yang
pengawasan menuju rekomendasi hasil selesai/tuntas
pemerintahan yang pemeriksaan yang | ----mmmmmmmmmmmm oo x 100%
baik ditindaklanjuti Jumlah seluruh rekomendasi hasil
pemeriksaan (termasuk hasil Inspektorat | Inspektorat
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No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Rumus/ formula

Sumber
Data

Penanggung
Jawab

3. Persentase OPD dan

desa yang bebas dari
temuan kerugian
negara oleh BPK-RI
dan kasus hukum oleh
APH

Jumlah OPD & desa yang bebas dari
temuan kerugian Negara oleh BPK-RI
& kasus hukum oleh APH
————————————————————————————————————————————— x 100%
jumlah seluruh OPD dan desa yang
diperiksa

. Persentase OPD yang

melaksanakan SPIP
dengan level 3

Jumlah OPD yang melaksanakan
SPIP level 3

Jumlah seluruh OPD

Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
dan pelayanan publik

1. Persentase OPD dengan

nilai SAKIP minimal B

Jumlah OPD dengan nilai SAKIP B

Jumlah seluruh OPD

. Persentase

kasus/pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti APIP
sesuai standar

Jumlah kasus/pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti

Jumlah seluruh kasus/pengaduan
yang masuk

Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Badan Kepegawaian Daerah
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
a. perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

c. pelaksanaan pengadaan pegawai,
pangkat, pensiun, pemberhentian, penggajian dan tunjangan kinerja;

11

penyelenggaraan administrasi

pengangkatan,

kenaikan




Tujuan
Indikator Tujuan

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

d. perencanaan dan penyusunan standar kompetensi kerja pegawai, pembinaan dan penetapan
status kepegawaian, serta pelaksanaan pembinaan profesi;

e. perencanaan dan penyusunan program pengembangan Kkarier, fasilitasi pengembangan
kompetensi kerja pegawai, perencanaan analisa kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi
pengembangan karier pegawai;

f. penyusunan kepegawaian dalam angka, database kepegawaian, pelaksanaan sosialisasi produk
hukum bidang kepegawaian, pengembangan sistem informasi kepegawaian, dan pengelolaan
arsip kepegawaian;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya

P
No Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data er‘lla:vgag: ne
1 Meningkatnya 1. Persentase ASN yang Jumlah pejabat fungsional yang
Profesionalitas ASN memiliki sertifikat memiliki sertifikasi
kompetensi =00l | —mmmmmmmmmme x 100%
Jumlah seluruh pejabat
f ional
- Hngsiona Bidang Badan
2. Persentase Pejabat .
Struktural yang lulus Pengembangan | Kepegawaian
. 4 Jumlah Pejabat struktural yang SDM Daerah
Pendidikan dan . .
. lulus Diklatpim
Pelatihan
Kepemimpinan | . . . x 100%
(Diklatpim) Jumlah seluruh pejabat struktural
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No Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data Pe!;zl:vgf: ne
3. Persentase ASN yang Jumlah ASN yang mengikuti

mengikuti pengembangan SDM 20JP per
Pengembangan SDM 20 tahun
Jam Pelajaran (JP) per | -—--—---——mmmmmmmm x 100%
Tahun Jumlah seluruh ASN

Meningkatnya Indeks Kepuasan

pelayanan Masyarakat Nilai IKM Sekretariat

kepegawaian

5. Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a.

b.

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang, urusan Pemerintahan daerah di
bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penetapan rencana kerja dan program / kegiatan bidang perencanaan pembangunan
daerah, penelitian dan pengembangan ;

. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan daerah,

penelitian dan pengembangan ;
Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian
dan pengembangan ;

d. Penyelenggaraan tata laksana perencanaan pembangunan ;

Penyelenggaraan pembinaan dan layanan administrasi perencanaan, penelitian dan
pengembangan pembangunan bidang ekonomi, fisik dan prasarana serta sosial dan budaya ;
Penyusunan pedoman perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang
ekonomi, fisik dan prasarana serta sosial dan budaya ;

Pengkoordinasian kegiatan kerjasama perencanaan ;
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Tujuan

Indikator Tujuan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang

perlu diambil kepada Bupati ;
i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam mendukung akuntabilitas kinerja

pemerintah

Persentase target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tercapai

Jumlah seluruh OPD

Sumb P
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula umber enanggung
Data Jawab
1 | Meningkatnya 1. Persentase dokumen
. . Jumlah dokumen perencanaan yang
konsistensi dan perencanaan ;
dimanfaatkan
keselarasan pembangunan yang < 100% Dokumen Seluruh
pemanfaatan dimanfaatkan dalam ° Monev Bidang
. Jumlah dokumen perencanaan yang
dokumen perumusan kebijakan .
disusun
perencanaan
pembangunan daerah | 2.Persentase kesesuaian Jumlah program pada Renstra OPD Dokumen
program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD Bidang
RKPD &
OPD terhadap program | ----------mmmmmmm oo x 100% APBD Dalev
RPJMD Jumlah program pada RPJMD
3. Persentase kegiatan Jumlah kegiatan yang diakomodir Dokumen
RKPD yang diakomodir APBD Renja OPD, Seluruh
di dalam APBD | s x 100% RKPD & Bidang
Jumlah kegiatan RKPD Monev
4. Persentase OPD dengan Jumlah OPD dengan capaian
capaian program program minimal 85% Dokumen Seluruh
minimal 85% 00| s x 100% Monev Bidang
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6.

Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Tujuan
Indikator Tujuan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a

® o0 oTp O

=

g.
h.

i.

Membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa dan politik berdasarkan
pedoman kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;

Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan
aparat pelaksana dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

Penetapan rencana kerja dan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan kesatuan bangsa dan politik ;
Penyusunan pedoman teknis dan penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan politik ;
Peningkatan pemahaman idiologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban
masyarakat ;

Peningkatan kajian masalah strategis dan penanganannya dibidang idiologi, politik dalam negeri,
ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat ;

Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang
perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ;

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat
Persentase Penurunan Gangguan Ketrentaman dan Ketertiban Umum (Trantibum)
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sumber Penanggung

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula
Data Jawab
1. | Terwujudnya Persentase penurunan Jumlah kejadian terkait Ipoleksosbud
stabilitas keamanan kejadian terkait dan Tibmas tahun N - Jumlah
di Kabupaten Ipoleksosbud dan Tibmas kejadian terkait Ipoleksosbud dan
Lumajang Tibmas tahun N-1 Laporan Bidang KMS

--------------------------------------------- x 100% Data
Jumlah kejadian terkait Ipoleksosbud
dan Tibmas tahun N-1

7. Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Tugas Pokok : a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup
pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan
merata;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana
berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana ;

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam
kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;

g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana daerah dan penanganan

pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
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Tujuan
Indikator Tujuan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan
menyeluruh.

Meningkatnya Penanganan Penanggulangan Bencana

Indeks Resiko Bencana

Sumber Penanggung

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula
Data Jawab
1 Meningkatnya 1. Persentase peningkatan | Jumlah capaian indikator kapasitas Dinas /
kapasitas daerah kapasitas daerah dalam daerah dalam penanggulangan Instansi
dalam penanggulangan bencana )
penanggulangan bencana = ===00 | mmmmmemmme s x 100% sektor ter.kalt BPED
bencana Jumlah indikator kapasitas daerah (ada 18 dinas

/ instansi)

dalam penanggulangan bencana

8. Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Tujuan
Indikator Tujuan

Badan Pengelola Keuangan Daerah

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
Keuangan Daerah.

perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;

pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan aset daerah;
pelaksanaan administrasi badan daerah di bidang keuangan aset daerah;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Menmgkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang daerah

Opini BPK RI

"o o0 T
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pemanfaatan Aset
Tetap Tanah dan
Bangunan

yang digunakan

Jumlah aset tetap tanah & bangunan

bangunan

yang
pemanfaatan

Sumb P
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula umoer enanggung
Data Jawab
1 Meningkatnya 1. Persentase OPD yang Jumlah OPD yang menyusun RKA
kualitas pengelolaan melaksanakan sesuai ketentuan
RKA OPD
keuangan daerah penyusunan RKA | e x 100%
sesuai ketentuan Jumlah seluruh OPD
2. Persentase OPD dengan Jumlah OPD dengan penyerapan Laporan
penyerapan minimal anggaran 90% Rezlisasi
90% | e x 100% Ancearan
Jumlah seluruh OPD g8
3. Persentase OPD yang Jumlah OPD yang menyusun laporan
menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi
keuangan sesuai Pemerintah (SAP) LHP BPK-RI
Standar Akuntansi =~ | ------mmmmmmmmm e x 100%
Pemerintah (SAP) Jumlah seluruh OPD BPKD
2 Meningkatnya 1. Persentase Laporan jumlah SKPD yang menyusun Laporan Laporar
kualitas pengelolaan inventarisasi BMD-OPD BMD semesteran tepat waktu P )
. ) Inventaris
barang milik daerah yang sesuai ketentuan | ------------mmmmm oo e x 100% BMD
Jumlah SKPD
2. Persentase Aset Tetap jumlah aset tetgg tanah yang Tanah yang
Tanah yang bersertifikat sudah
bersertifikat === | -m—————,— x 100% .
bersertifikat
Jumlah aset tetap tanah
3. Persentase jumlah aset tetap tanah dan bangunan Tanah dan
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No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Rumus/ formula

Sumber
Data

Penanggung
Jawab

nya

(disewakan

dan pinjam
pakai)

9. Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Tujuan
Indikator Tujuan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Pajak dan Retribusi Daerah

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang

keuangan.

a. perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
b. pengkoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah
Persentase peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Sumb P
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula umber en.anggung
Data jawab
1. | Meningk P Peningk L Bi
eningkatnya . ersentase en.lng atan Jumlah Realisasi Pajak Tahun N apc.)ran. idang
Pendapatan Pajak Pendapatan Pajak Daerah < 100% Realisasi Pendataan &
Daerah | T ° | Pajak Penilai
aera Jumlah Realisasi Pajak Tahun N-1 aa chiialan
Daerah
P Peningk L Bi
ersentase enln.g at.an Jumlah Realisasi Retribusi Tahun N apf)rar% idang
Pendapatan Retribusi < 100% realisasi Pelayanan
D h | TTTTTrmmmmmTTmmmmmmmmmmommee s ° | Retri .
acra Jumlah Realisasi Retribusi Tahun N-1 etribusi
Daerah
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Pen.anggung
Data jawab
2. | Meningkatnya Persentase peningkatan Jumlah Wajib Pajak (WP) Self Laporan Bidang
Pengendalian penerapan sistem Asesment yang telah menerapkan Data WP Perencanaan
Retribusi Daerah pengendalian pemungutan sistem pengendalian pemungutan &
Pajak Daerah (pajak Hotel) Pajak Daerah Pengendalian
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ x 100% Operasional
Jumlah Wajib Pajak (WP)
Persentase peningkatan Jumlah Wajib Pajak (WP) Self Laporan Bidang
penerapan sistem Asesment yang telah menerapkan Data WP Perencanaan
peng'endz'ilian permungutan sistem pengendalian pemungutan Self &
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ x 100% Operasional
Jumlah Wajib Retribusi Jasa Usaha

10. Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang
kearsipan dan perpustakaan.

a.

penetapan rencana program kerja pembinaan kearsipan dan perpustakaan;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kearsipan dan perpustakaan;
C.
d. pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Sosial dan Instansi lainnya

penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kearsipan dan perpustakaan;

dalam pembinaan, pengembangan pelayanan kearsipan dan perpustakaan;

e. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan dibidang kearsipan dan perpustakaan;

=

pelaksanaan evaluasi dan penyampaian laporan atas penyelenggaraan pembinaan,
pengembangan dan pelayanan kearsipan dan perpustakan;
penyusunan laporan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan

Indikator Tujuan

Bupati;

N = WN — ™

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Meningkatnya minat baca masyarakat
Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan
Indeks pembangunan literasi

Nilai audit kearsipan pemerintah kabupaten

X Sumber Penanggun
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula ggung
Data Jawab
1 Meningkatnya _ J1',1m1ah arsip yang Nilai arsip yang dikelola LKD th (n — (n — 1)) 100% .
pengelolaan arsip dikelola LKD Nilai arsip yang dikelola LKD th (n — 1) o Bidang Dinas
inaktif dan statis. Pengelolaa )
5 Meninekat tertib J lah P T ta Arsi Kearsipan dan
cningkatnya .er 1 umia .en01p & ATSID | Nilai pencipta arsip yang tertib th(n — (n — 1)) . 1’1. Perpustakaan
pengelolaan arsip yang tertib mengelola Nilai pencipta arsip yang tertib th (n— 1) 100% Kearsipan
pada Pencipta Arsip arsip
3 | Meningkatnya 1. Jumlah koleksi Nilai koleksi perpustakaan th(n — (n— 1)) 100%
pengelolaan perpustakaan Nilai koleksi perpustakaanth{n —1)
perpustakaan 2. Jumlah pengunjung Nilai pengunjung perpustakaanth(n —(n—1)) Bid
perpustakaan Nilai pengunjung perpustakaan th (n — 1) . 1 a?gl Dinas
3. Jumlah koleksi yang Nilai koleksi yang dibaca dan dipinjam th{n — (n — 1)) 13;56 ola Kearsipan
dibaca atau dipinjam Nilai koleksi vang dibaca dan dipinjamth (n — 1) an dan
—— : Perpustak
4. Jumlah pengguna TIK | Nilai pengguna TIK di perpustakaan th(n—(n—1)) 100 P Perpustakaan
di perpustakaan Nilai pengguna TIK diperpustakaan th (n — 1) raan
4 Meningkatnya 1. Jumlah semua jenis Nilai jumlah semua jenis perpustakaan th(n —(n — 1)) 100%
pelayanan publik perpustakaan Nilai jumlah semua jenis perpustakaan th(n — 1)
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Sumber Penanggung

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula
Data Jawab

melalui perpustakaan | 2. Jumlah aktivitas Nilai jumlah aktivitas kerjasama perpustakaan th (n — (n — 1))

kerjasama Nilai jumlah aktivitas kerjasama perpustakaan thin —1)
perpustakaan
3. Jumlah perpustakaan Nilai jumlah perpustakaan yang dilengkapi TIK th(n|— (n — 1))
yang dilengkapi TIK Nilai jumlah perpustakaan yang dilengkapi TIK thi(n — 1)
5 Meningkatnya Jumlah kegiatan yang Nilai kegiatan tepat waktu dan sasaran th (n — (n — 1))
kualitas pengelolaan dilaksanakan tepat waktu Nilai keg. tepat waktu dan sasaran th (n — 1)
program & kegiatan dan sasaran Sekretariat
6 | Meningkatnya 1. Jumlah SDM yang Nilai SDM th (n — (n — 1)) Dinas
kapasitas SDM dan ditingkatkan Nilai SDM th(n—1) 100% Kearsipan
sarana prasarana kapasitasnya dan
pengelola kearsipan 2. Tingkat pemenuhan Perpustaka
dan perpustakaan sarana prasarana Nilai pemenuhan sarpras th (n — (n — 1)) 100% an
kearsipan dan Nilai pemenuhan sarpras th (n — 1)
perpustakaan
11. Instansi : Dinas Ketahanan Pangan
Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
ketahanan pangan.
Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Pangan;

b. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi
pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan;

c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi
pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

d. pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan
Indikator Tujuan

keamanan pangan;

e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan,
distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan,;

f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan
pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi,

dan keamanan pangan;

g. pelaksaanaan administrasi Dinas;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Meningkatnya ketahan pangan

Persentase peningkatan pola pangan harapan (PPH)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Penanggung
Data Jawab
1 Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Hasil penjumlahan energi dari 9 Jenis Bahan
Ketersediaan Pangan | Energi (Kkal) Makanan (Padi-Padian, Makanan
Berpati/Umbi-Umbian, Pangan Hewani, Laporan
Buah Biji Berminyak, Minyak dan Lemak, Data
Kacang-Kacangan, Gula, Sayuran dan Buah-
Buahan, dan Lain-Lain) Bidang
2 Meningkatnya Angka Stabilitas Harga Standar Deviasi Harga Pangan Ketersediaan
Distribusi Pangan Pangan < 10% = | mmmmmmmmmm x 100% dan Distrubusi
Rata-Rata harga pangan pada Laporan pangan
tahun N
Data
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Penanggung
Data Jawab
3 Meningkatnya Jumlah Konsumsi Energi Hasil penjumlahan konsumsi energi dari 9
Konsumsi Pangan (Kkal) Jenis Bahan Makanan (Padi-Padian,
Makanan Berpati/Umbi-Umbian, Pangan Laporan
Hewani, Buah Biji Berminyak, Minyak dan Data
Lemak, Kacang-Kacangan, Gula, Sayuran Bidang
dan Buah-Buahan, dan Lain-Lain) Konsumsi dan
4 | Meningkatnya Persentase Pangan aman Jumlah sampel pangan yang Keamanan
Keamanan Pangan Konsumsi dinyatakan aman setelah diuji Pangan
Laporan
————————————————————————————————————————————— x 100% Data
Jumlah seluruh sampel pangan
yang diuji
12. Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas Pokok

Fungsi

Tujuan
Indikator Tujuan

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Meningkatnya investasi di daerah
Persentase kenaikan nilai PMDN
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Penanggung
Data Jawab
1 Meningkatnya jumlah | 1. Persentase kenaikan Jumlah realisasi investasi PMA dan
realisasi investasi di jumlah realisasi PMDN tahun N - Jumlah realisasi
daerah. investasi di daerah investasi PMA dan PMDN tahun N-1 Laporan
————————————————————————————————————————————— x 100% Data
Jumlah realisasi investasi PMA dan
PMDN tahun N-1
2.Jumlah keikutsertaan
promosi investasi baik Jumlah promosi investasi yang diikuti Laporan Bidang
regional maupun tahun N data Penanaman
nasional Modal
3.Jumlah kemudahan Perbup /
regulasi investasi Jumlah regulasi berkaitan dengan Kepbup
kemudahan investasi regulasi
kemudahan
investasi
4. .Ketersed.1aan peta Jumlah peta investasi daerah Peta )
investasi daerah Informasi
2 | Meningkatnya 1. Persentase percepatan Jumlah hari pelayanan perijinan
kualitas pelayanan pelayanan penerbitan tahun N-1 — Jumlah hari pelayanan Sekretariat,
perizinan. perizinan usaha dan perijinan tahun N Bidang
non usaha 00| smmmmmmmmmmm x 100% SOP Pelayanan
Jumlah hari pelayanan perijinan Terpadu Satu
tahun N-1 Pintu
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Penanggung
Data Jawab
2. Hasil survey kepuasan Laporan
masyarakat Survei
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kepuasan
Masyarakat
(SKM)
3.Jumlah izin usaha dan Register
n'on usaha yang Jumlah Izin usaha dan non usaha tahun N petythan
ditetapkan usaha dan
non usaha
13. Instansi Dinas Sosial

Tugas Pokok

Fungsi

membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di
bidang sosial.

a. penyusunan dan perencanaan program kesejahteraan sosial,;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;

pendataan sistem infomasi kesejahteraan sosial;

penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur
kesejahteraan sosial,

pelaksanaan standar pelayanan minimal kesejahteraan sosial,;

pembinaan dan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;

pengawasan dan pendayagunaan bantuan sosial;

pengkoordinasian, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kesejahteraan sosial;
pelayanan pemberian rekomendasi ijin pendirian dan/atau pencabutan lembaga kesejahteraan
sosial,

j- pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional,

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

g oo

FOStR th o
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Tujuan

Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

Indikator Tujuan Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk  Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
INDIKATOR KINERJA UTAMA
. . .. Sumber Penanggung
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula
Data Jawab
1 | Meningkatnya Persentase Peningkatan Jumlah PMKS yang memperoleh
Kesejahteraan Pelayanan dan bantuan sosial
Penyandang Masalah | Penanganan PMKS | - x 100%
Kesejahteraan Sosial Jumlah PMKS yang seharusnya
(PMKS) memperoleh bantuan sosial Laporan ) )
: . . Dinas Sosial
2 | Meningkatnya jumlah | Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang mendapatkan Data

dan peran Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS)

Jumlah dan Peran PSKS

fasilitasi atau bantuan sosial
————————————————————————————————————————————— x 100%
Jumlah PSKS yang seharusnya
mendapatkan fasilitasi atau bantuan sosial

14. Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Dinas Pemuda dan Olahraga
membantu Bupati dalam melaksanakan tugas merumuskan dan

oleh Bupati.

melaksanakan kebijakan
operasional kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan, dan keolahragaan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan

keolahragaan;

Cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
d. pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
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Tujuan
Indikator Tujuan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah
Jumlah Cabang Olahraga (Cabor) Berprestasi

Sumb P ggu
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula umoer enanggung
Data Jawab
1 Meningkatnya Jumlah Pemuda )
) ) Laporan Bidang
Pemuda yang Berprestasi Jumlah Pemuda Berprestasi ,
. Kegiatan Kepemudaan
Berprestasi
2. | Meningkat Atlit Jumlah Atlit B tasi L Bid
eningkatnya ' i umla it Berprestasi Jumlah Atlit Berprestasi ap'oran idang
yang Berprestasi Kegiatan Keolahragaan

15. Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Tujuan

Indikator Tujuan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang

pariwisata dan kebudayaan.

Meningkatnya Wisatawan

NEDM=o a0 o

Terpeliharanya Budaya Daerah
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Persentase Budaya Daerah yang dilestarikan
Persentase peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan

pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
pelaksanaan kebijakan dibidang pariwisata dan kebudayaan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pariwisata dan kebudayaan,;
pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.




INDIKATOR KINERJA UTAMA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data Per‘xja:;,gf:ng
1 Pelestarian Budaya 1. Persentase Budaya Jumlah Budaya Bersifat Benda Yang
Daerah Bersifat Benda Yang Dilestarikan
Dilestarikan =~ | —mmmmmmmmmm x 100%
Jumlah Budaya Bersifat Benda Yang
Dimiliki Laporan Bidang
Jumlah Budaya Bersifat Tak Benda Data Kebudayaan
2. Persentase Budaya Yang Dilestarikan
Bersifat Tak Benda ~— | ----—--—---—--mmmmmmmm x 100%
Yang Dilestarikan Jumlah Budaya Bersifat Tak Benda
Yang Dimiliki
2 Meningkatnya jumlah | 1. Jumlah Kunjungan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
kunjungan wisatawan Wisatawan Nusantara dalam 1 tahun Laporan Bidang
2. Jumlah Kunjungan Jumlah Kunjungan Wisatawan Data Pemasaran
Wisatawan Mancanegara dalam 1 tahun
Mancanegara
3. | Meningkatnya Jumlah | Jumlah Daya Tarik Wisata Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) Yang
Destinasi Wisata (DTW) Yang Memenuhi Memenuhi Standar Kepariwisataan Laporan Bidang
berstandar Standar Kepariwisataan Data Destinasi
kepariwisataan
4 Meningkatnya Persentase industri Jumlah industri Ekonomi kreatif
Industri Ekonomi Ekonomi Kreatif Yang yang mampu bersaing Bidang
. . Laporan )
Kreatif yang berdaya Mampu Bersaing = = | smmmmmmmmmmmmm x 100% Data Ekonomi
saing Jumlah industri Ekonomi kreatif Kreatif
yang terdata
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16.

Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Tujuan
Indikator Tujuan

Dinas Pertanian

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
Pertanian.

a.

b.

C.

]

vepgrFT T E®E

Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan dan informasi pertanian;
Penyusunan program penyuluhan pertanian;

Pengembangan prasarana pertanian;

Menjaga dan melestarikan/melindungi tingkat kesuburan lahan/bahan organik 5% (lima per
seratus) sebagaimana satu media usaha tani, sebagaimana amanat Aksi Gerakan Pemupukan
Organik dan Benih Unggul Bersertifikat;

Pemberian informasi terhadap penataan, pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian;
Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak
dan hijauan pakan ternak;

Pengawasan penggunaan sarana pertanian;

Pembinaan produksi di bidang pertanian;

Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan,;

Fasilitasi pengendalian dan penanggulangan dampak bencana alam;

Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

Pelaksanaan penyuluhan dan informasi pertanian;

. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;

Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector pertanian dalam PDRB
PDRB sektor pertanian
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INDIKATOR KINERJA UTAMA :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Penanggung
Data Jawab
1 | Meningkatnya 1. Jumlah Produksi Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun N
Produksi Tanaman Tanaman Pangan
Pangan, Tanaman
Hortikultura, 2. Jumlah Produksi
Tanaman Perkebunan Tanaman Hortikultura:
dan Peternakan e Tanaman Buah e Jumlah produksi tanaman buah tahun N
e Tanaman Buah dan | ¢ Jumlah Produksi Tanaman Buah dan
Sayur Semusim Sayur Semusim Tahun N
3. Jumlah Produksi
Tanaman Perkebunan:
e Tanaman Tahunan e Jumlah Produksi Tanaman Tahunan
Tahun N Laporan Semua Bidang
e Tanaman Semusim |e Jumlah Produksi Tanaman Semusim Tahunan
Tahun N
4. Jumlah Produksi
Peternakan :
e Daging e Jumlah Produksi Daging Tahun N
e Telur e Jumlah Produksi Telur Tahun N
e Susu e Jumlah Produksi Susu Tahun N
[ ]
2 | Meningkatnya 1. Populasi Ternak Besar Jumlah Populasi Ternak Besar Tahun N
Populasi Ternak
2. Populasi Ternak Kecil Jumlah Populasi Ternak Kecil Tahun N
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Sumb P
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula umber enanggung
Data Jawab
3. Populasi Unggas Jumlah Populasi Unggas Tahun N
17. Instansi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tugas Pokok

Fungsi

Tujuan
Indikator Tujuan

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
Koperasi dan usaha mikro.

a. perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
d. pelaksanaan administrasi Dinas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro
1. Persentase koperasi yang sehat dan cukup sehat
2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro

Sumb P
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula umber enanggung
Data Jawab
1 | Meningkatnya . Persentase koperasi Jumlah Koperasi sehat
kualitas koperasi sehat 00000 e x 100% .
] o Bidang
Jumlah koperasi yang dinilai Laporan Kelembagaan
. Persentase koperasi Jumlah Koperasi cukup sehat Data &
Cukup Sehat ___________________________ . __________.__.___. _____ X 100% Bidang Usaha
Jumlah koperasi yang dinilai Koperasi
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No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Rumus/ formula

Sumber
Data

Penanggung
Jawab

Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas usaha mikro

1. Persentase peningkatan

(Jumlah UM tahun N - Jumlah UM

Jumlah UM yang berubah status ke
UK tahun N-1

usaha mikro (UM) tahun N-1)
——————————————————————————————————————————————— x 100%
Jumlah UM tahun N-1
0. Persentase usaha mikro Jumlah UM terdaftar yang mandiri
(UM) yang mandiri =~ |-==--mmmmmmmmmmmm oo x 100%
Jumlah seluruh UM yang terdaftar
3. Persentase peningkatan (Jumlah UM yang berubah status ke
usaha mikro (UM) ke UK tahun N — Jumlah UM yang
usaha kecil (UK) berubah status ke UK tahun N-1)
——————————————————————————————————————————————— x 100%

Bidang Usaha
Mikro

18.

Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Dinas Perikanan

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

perikanan.

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
b. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang

perikanan;

C. penyelenggaraan dan menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum

Pemerintahan Daerah;

d. penetapan program kerja serta rencana pembangunan di bidang perikanan;

e. penyelenggaraan fasilitas yang berkaitan dengan,

kesekretariatan,

perikanan budidaya,

perikanan tangkap dan pengelolaan sumberdaya perikanan, serta bina mutu dan daya saing

produk perikanan;
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan
Indikator Tujuan

f. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama di bidang perikanan dengan pihak swasta dan

lembaga terkait;

g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
h. pemberian saran dan pertimbangan sesuai bidang tugasnya kepada Bupati;
I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan

PDRB sektor perikanan

perikanan

Rp.)

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Penanggung
Data Jawab
1. | Meningkatnya 1. Persentase peningkatan |(Produksi perikanan tangkap tahun N - Bidang
produksi perikanan produksi perikanan Produksi perikanan tangkap tahun N-1) Perikanan
dan kelautan tangkap = =000 |mmmmmmmmmmmmmmm x 100% Tangkap &
Produksi perikanan tangkap tahun N- Pengelolaan
1 Dokumen SD Perikanan
2. Persentase peningkatan |(Produksi perikanan budidaya tahun N .
produksi perikanan — Produksi perikanan budidaya tahun Ste}tlStlk
budidaya N-1) perlzkinan Perikanan
----------------------------------------------- x 100% Luijéng Budidaya
Produksi perikanan budidaya tahun
N-1
2. | Meningkatnya nilai ) 3. N11a'1 tam'bah produk Nilai produk perikanan yang telah diolah — Dinas
tambah produk hasil hasil perikanan (dalam . ) :
nilai produk perikanan segar Perikanan
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19. Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Tujuan

Indikator Tujuan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Pendidikan

membantu Bupati pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang

pendidikan.

MPONENOO Qa0 TP

perumusan kebijakan dibidang pendidikan;

pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan;
pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
Meningkatnya kualitas pembinaan keagamaan

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Nilai pendidikan keagamaan

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Rumus/ formula

Sumber
Data

Penanggung
Jawab

Meningkatnya
Aksesisibilitas
Pendidikan

1.

Angka Partisipasi Kasar
(APK) Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan
Masyarakat

Jumlah anak sekolah, PAUD,
SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B
——————————————————————————————————————————————— x 100%
Jumlah penduduk Usia O s.d 15 tahun

Kemendikbud

2. Angka Partisipasi Murni

(APM) Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan
Masyarakat

Jumlah siswa usia O s.d 15 tahun di
jenjang PAUD, SD/MI/Paket A,
SMP/MTs/Paket B
——————————————————————————————————————————————— x 100%
jumlah penduduk usia O s.d 15 tahun

Kemendikbud

Bidang PAUD
Dikmas
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guru agama seluruhnya

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Penanggung
Data Jawab
3. Angka Rata-Rata Lama |(Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang
Sekolah sedang sekolah / telah berijazah X Lama masa
pendidikan yang dihabiskan) Kemendikbud
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang
sedang sekolah / telah berijazah
2. Meningkatnya 4. Persentase Guru dan Jumlah guru & tenaga kependidikan
kualitas pendidikan Tenaga kepe'n'dldl'kan yang tersertifikasi Kemendikbud
yang tersertifikasi =~ = |---mmmmmmmmmmmm x 100%
jumlah guru seluruhnya
3. Meningkatnya 5. Persentase siswa pada
kualitas pembinaan jenjang SD/MI/Paket A Jumlah anak SD/MI/Paket A yang
keagamaan yang sudah bisa sudah bisa membaca menulis dengan Bidang Dikdas
membaca dan menulis metode Iqro’/ Um.1 / Metode lain yang Kemendikbud
Al-Qur’an dengan sejenis
metode 000000 | x 100%
Igro’/Umi/Metode lain Jumlah anak SD/MI/Paket A
yang sejenis
6. Persentase guru agama Jumlah guru agama yang sudah
yang berkualifikasi berkualifikasi S1/D4 Kemendikbud
——————————————————————————————————————————————— x 100%

20. Instansi
Tugas Pokok
Fungsi

Dinas Kesehatan

melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Di Bidang Kesehatan
a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan;
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Tujuan
Indikator Tujuan

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

o oo o

Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kesehatan;
Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang kesehatan; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka harapan hidup

jumlah anak balita pada waktu yang
sama

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Pen.anggung
Data jawab
1 Meningkatnya 1. Angka Kematian Ibu per | Jumlah kematian
Kualitas Kesehatan 100.000 KH ibu
Masyarakat | | e X 1000 Kelahiran Hidup
Jumlah kelahiran
. Laporan
hidup Kematian
2. Angka Kematian Bayi Jumlah kematian Bayi Bidang
per 1000 Kelahiran bayi Kesehatan
Hiduvp | s X 1000 Kelahiran Hidup Masyarakat
Jumlah kelahiran
hidup
3. Prevalensi Balita Jumlah anak balita pendek selama 1
Stunting Tahun Laporan
——————————————————————————————————————————————— x 100% ..
Gizi
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Sumber

Penanggung

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula )
Data jawab
2 Meningkatnya Akses | 1. Tertanggulanginya Jumlah KLB yang ditangani < 24 jam Bidang
dan Kualitas Kejadian Luar Biasa dalam 1 tahun Laporan Pencegahan
Pelayanan (KLB) <24 jam = =  |--mmmmmmmmmmmmmm oo x 100% IELB dan
Kesehatan Jumlah KLB yang terjadi pada periode Pengendalian
yang sama Penyakit
2. Persentase Kepesertaan jumlah peserta JKN dalam kurun
Jaminan Kesehatan waktu tertentu di Kabupaten )
. . Laporan Bidang
Nasional (JKN) Lumajang
_______________________________________________ < 100% Kepesertaa Pelayanan
Jumlah Penduduk dalam kurun waktu n Kesehatan
yang sama
3. Persentase Fasilitas Hasil Bidang
Kesehatan Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit Puskesmas Pelayanan
Terakreditasi terakreditasi ane telah Kesehatan
——————————————————————————————————————————————— x 100%| ‘ir dan Bidang
Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit .. . | Sumber Daya
akreditasi
Kesehatan

21. Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
membantu Bupati melakksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di
bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;

oo o

38

. Pelaksanaan kebijakan daerahdi bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;




Tujuan

Indikator Tujuan

N — N+~

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah

Meningkatnya Penataan Kawasan Daerah Sesuai Tata Ruang
Indeks kualitas layanan infrastruktur

Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Diperdakan

Ruang

Tata Ruang

2

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Penanggung
Data Jawab
1 | Meningkatnya 1. Persentase panjang Jumlah Panjang Jalan Kondisi Baik
kualitas Jalan dan jalan kondisi baik =~ |---mmmmmmmmme x 100%
Jembatan Kabupaten Jumlah Panjang Jalan Total Laporan Bidang Bina
2. Persentase Jembatan Jumlah Jembatan Kondisi Baik Data Marga
kondisi baik =00 | x 100%
Jumlah Jembatan Total
2 | Meningkatnya Indeks kinerja irigasi
K§ter§edlaan air Persentase Irigasi Baik + Persentase Bidang
irigasi untuk Laporan
} Penurunan Genangan Sumber Daya
pertanian pada 5 Data Air
sistem irigasi yang
sudah ada
3 | Meningkatnya Persentase Cakupan Persentase RT Terlayani Air Bersih +
kualitas infrastruktur | Pelayanan Infrastruktur Persentase RT Terlayani Sanitasi + Laporan Bidang Cipta
dasar permukiman Dasar Permukiman Persentase Drainase Kondisi Baik Data Karya
3
4 | Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Persentase wilayah yang mempunyai
pemanfaatan ruang Ruang yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang + Persentase Laporan Bidang Tata
sesuai Rencana Tata | dokumen Rencana Detail Bangunan yang sesuai dengan tata ruang Data Ruang
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Instansi
Tugas Pokok

22.

Fungsi

Tujuan
Indikator Tujuan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

°©po TP

Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa
Penurunan Jumlah Desa Tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST) Berdasarkan Indeks

Desa Membangun

Perumusan kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2 | Meningkatnya tata
kelola
penyelenggaraan
pemerintahan desa

2. Jumlah Desa Maju

berdasarkan Indeks
Desa Membangun

Jumlah Desa Maju berdasarkan Indeks Desa
Membangun pada tahun N

Data Indeks
Desa
Membangun
Kementerian
Desa PDTT /
BPS.

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Penanggung
Data Jawab
1 Meningkatnya 1. Persentase partisipasi Jumlah dana swadaya masyarakat
keberdayaan masyarakat pada tahun N Laporan
masyarakat | e x 100% |Pelaksanaan Bidang
Jumlah APBD Kabupaten Lumajang Program |Pemberdayaan
pada tahun N Masyarakat

Bidang Bina
Pemerintahan
Desa
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23.

Instansi
Tugas Pokok

Dinas Perdagangan
Membantu Bupati Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
Perdagangan dan Perindustrian

Fungsi a. Perumusan Kebijakan Bidang Perdagangan , Perindustrian, Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga serta Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan ;
b. Pelaksanaan Kebijakan BidangPperdagangan, Perindustrian, Standarisasi, dan Perlindungan
Konsumen dan Sarana Prasarana Perdagangan;
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen, dan Sarana Prasarana Perdagangan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas perdagangan;
e. Pelaksanaan fungsi Lain yang Diberikan Oleh Bupati Terkait Dengan Tugas dan Fungsinya.
Tujuan 1. Meningkatnya usaha perdagangan
2. Meningkatnya sektor industri
Indikator Tujuan 1. Persentase kenaikan PDRB sektor perdagangan
2. Persentase kenaikan PDRB sektor perindustrian
INDIKATOR KINERJA UTAMA :
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data Per:la;r‘l”gag:ng
1 Meningkatnya 1. Persentase Nilai Ekspor ( Tahun N - Tahun 2013)
Volume Perdagangan Pertumbuhan Nilai ~  |---—————-—mmmrmr x 100%
Eksport Nilai Ekspor Tahun 2013
2. Persentase Nilai Perdagangan Daerah (Tahun N - Dinas Dinas
Pertumbuhan Nilai Tahun 2013) Perdagangan | Perdagangan
Perdagangan Daerah  |-----——--———-—mmmmmmmmmmmm x 100%
Nilai Perdagangan Daerah Tahun
2013
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Penanggung

Jumlah sentra Industri Kecil dan
Menengah Tahun 2013

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data Jawab
2 Meningkatnya 1. Persentase Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Produksi Sektor Pertumbuhan Jumlah (Tahun N — Tahun 2013)
Industri IKM e x 100%
Jml Industri Kecil dan Menengah Tahun
2013
2. Persentase Nilai produksi (Tahun N — Tahun 2013)
Pertumbuhan Nilai =~ |-—————————— o x 100%
Produksi IKM Nilai produksi Tahun 2013
3. Persentase Jumlah Produk Industri Kecil dan
Pertumbuhan Jumlah Menengah yang Terstandarkan (Tahun
Produk IKM yang N — Tahun 2013)
Terstandarkan =~ = |—mmmmmmmmmm o x 100%
Jumlah Produk Industri Kecil dan
Menengah yang Terstandarkan Tahun
2013
4. Persentase Jumlah Sentra Industri Kecil dan
Pertumbuhan Jumlah Menengah (Tahun N — Tahun 2013)
Sentra IKM = |-mmmmmmm x 100%

24.

Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Dinas Tenaga Kerja

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
a. perumusan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

42




Tujuan
Indikator Tujuan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data Per:;r:vgf: neg
1 Peningkatan Persentase pencari kerja Jumlah pencari kerja
kualitas pencari terlatih / bersertifikat dilatih /bersetifikat Bidang Pelatihan
kerja | e x 100%| Tenaga Kerja
Jumlah pencari kerja terdaftar
2 Peningkatan Persentase pencari kerja Jumlah pencari kerja ditempatkan Bidang
penyerapan yang ditempatkan = ==00|--mmmmmmmmmmmmmm x 100% | Penempatan dan
penganggur oleh Jumlah pencari kerja terdaftar Peluasan Dinas
pasar kerja Kesempatan ,
] Tenaga Kerja
Kerja
3 Terciptanya Persentase peruasahaan Jumlah perusahaan yang patuh Bidang
hubungan industrial | yang mematuhi peraturan |--------------—mmmmmmmm x 100% Hubungan
yang harmonis perundang-undangan Jumlah Perusahaan Industrial dan
ketenagakerjaan Bidang
Pengembangan
Ketenagakerjaan
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25.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Tujuan
Indikator Tujuan

Dinas Perhubungan

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang

Perhubungan

>0 op

Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
Pelaksanaan administrasi Dinas;

Pelakasanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi
Indeks angka kecelakaan lalu lintas

lintas

Jumlah kendaraan

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Penanggung
Data Jawab
1. | Meningkatnya Persentase angkutan Jumlah angkutan umum yang berijin
kualitas infrastruktur | umum yang berstandar usaha angkutan Bidang
transportasi yang keselamatan == |-mmmmmmmmmmme x 100% Angkutan
memadai Jumlah angkutan umum
Persentase peningkatan Jumlah prasarana perhubungan yang Laporan Bidang
kualitas prasarana berfungsi dengan baik Data Sarana dan
perhubungan = =00 |-mmmmmmmmmmmmm x 100% Prasarana
Jumlah prasarana perhubungan
Persentase penurunan Jumlah pelanggaran lalu lintas Bidang Lalu
angka pelanggaran lalu =~ |-----—--——-mmmm x 100%

Lintas
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26.

Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Tujuan
Indikator Tujuan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
administrasi kependudukan.

a.

oo

®

°SPFEITRTTP®

penyusunan program dan anggaran,;

. pengelolaan keuangan;

pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;

penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil ;

pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;

pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;

pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
Persentase Penduduk yang terlayani Adminduk
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INDIKATOR KINERJA UTAMA :

yang memiliki Akta
Kematian

Kematian
——————————————————————————————————————————————— x 100%
Jumlah kematian

Persentase penduduk
yang memiliki Akta
Perkawinan

Jumlah pasangan yang memiliki Akta
Perkawinan
——————————————————————————————————————————————— x 100%
Jumlah perkawinan non-Muslim

Persentase penduduk
yang memiliki Akta
Perceraian

Jumlah penduduk yang memiliki Akta
Perceraian

Jumlah perceraian non-Muslim

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Penanggung
Data Jawab
1 Meningkatnya 1. Persentase penduduk Jumlah penduduk yang memiliki KTP
Pelayanan yang memiliki Kartu —el
Administrasi Tanda Penduduk (KTP |-------mmmmmmmm oo x 100%
Kependudukan el) Jumlah penduduk wajib KTP —el
2. Persentase Keluarga Jumlah penduduk yang memiliki
yang memiliki Kartu Kartu Keluarga
Keluarga ~ = |-mmmmmmmmmmmmmm x 100%
Jumlah Kepala Keluarga
3. Persentase penduduk Jumlah penduduk yang memiliki Akta
yang memiliki Akta Kelahiran
Kelahiran @ = |-—mrmmmm e x 100%
Jumlah penduduk . Laporan Bidang PIAK
4. Persentase penduduk Jumlah penduduk yang memiliki Akta Data
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P
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber enanggung
Data Jawab
7. Jumlah Lembaga
lah L P IAK

Pengguna SIAK Jumlah Lembaga Pengguna S
8. Persentase SKM (Survey | Jumlah Responden Yang Menyatakan

Kepuasan Masyarakat) Puas SKM Sekretariat

——————————————————————————————————————————————— x 100%
Jumlah keseluruhan responden

27.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Tujuan
Indikator Tujuan

Dinas Lingkungan Hidup

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
lingkungan hidup.

a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)

lingkungan hidup

P
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sl::&er et‘llit:"gf:ng
1 | Meningkatnya 1. Indeks Kualitas Udara 100- ((50/0,9) X (Ieu - 0,1))
Pengendalian Semua

IKPLHD Bidang
2. Indeks Kualitas Air
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No | Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula

Sumber Penanggung
Data Jawab

3.

Indeks Tutupan
Vegetasi

100-((84,3-(THX100))X 50/54,3

28. Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Tujuan

Indikator Tujuan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.

a.

b.

penetapan rencana kerja dan program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

pengkoordinasian rencana kerja dan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan;

penyelenggaraan pembinaan teknis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan;

d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;

R

NN eE

penganalisaan seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembinaan dibidang
pengendalian

penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;

pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di
bidang tugasnya kepada Bupati;

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
Total Fertility Rate (TFR)

Indeks Pembangunan Gender (IPG)
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Penanggung
Data Jawab
1 Meningkatnya 1. Rasio Peserta KB Jumlah Peserta KB Aktif pada tahun
kepesertaan KB terhadap Jumlah N
Pasangan Usia Subur  |------—-———mmmmmmmmmmr x 100%
(PUS) Jumlah PUS pada tahun N
2. Rasio Wanita Kawin Jumlah Usia Kawin Pertama Wanita <
Pertama Usia Kurang 21 tahun pada tahun N Laporan Bidang
dari 21 Tahun terhadap |-------------------—-mmmmmmmmm - x 100% Data Pengendalian
Total Perkawinan Jumlah Perkawinan pada tahun N Penduduk
3. Rasio Anggota Kelompok Jumlah PUS Kelompok Tribina &
BKB, BKR, BKL dan UPPKS Ikut KB pada tahun N
UPPKS yang ikut KB~ |--——————- o x 100%
Jumlah PUS Kelompok Tribina &
UPPKS pada tahun N
2 Meningkatnya 4. Persentase Index
Pemberdayaan Development Gender Data hasil perhitungan BPS BPS
Perempuan IDG
3 Meninlg)katnya S. Lersintase Kasus Bidang PPT -
. Jumlah Kasus yang Diselesaikan PPA
Perlindungan Kekerasan terhadap o Laporan
Perempuan dan Anak Perempuan dan Anak | . . T 7 x 100% Data
: ; Jumlah Kasus pada tahun N
yang Diselesaikan
29. Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

perumahan dan kawasan permukiman.
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

Fungsi

Tujuan
Indikator Tujuan

°©po TP

Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar Permukiman
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Terlayani Infrastruktur Dasar

perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berpenghasilan Rendah)

Daftar Pengaju

Sumb P
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula umber enanggung
Data Jawab
1 Meningkatnya 1. Persentase Rumah Jumlah RTLH yang tertangani Bidang
Kualitas Sarana Tidak Layak Huni ~ |-—-———mmmmmmm e x 100%| Statistik Kawasan
Dasar Permukiman (RTLH) Jumlah seluruh RTLH Permukiman
5 Persentase Rumah Jumlah Penduduk yg menikmati Air Bidang
Tangga (RT) Pengguna Bersih Perumahan
Air girsih e N —— x 100% | Cipta Karya
Jumlah seluruh Penduduk
3. Persentase RT Jumlah Kawasan Bersanitasi oo Bidang
Bersanitasi . °l Perumahan
total jumlah penduduk Cipta Karya
2 Terp'enuhmya Tempat | Persentase Ketersedlaan Ketersediaan hunian MBR .
Hunian MBR Tempat Hunian MBR < 100% Laporan Bidang
Masyarakat ? Data Perumahan
y
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30.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Tujuan

Indikator Tujuan

Dinas Komunikasi dan Informatika
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

a.

d.

€.

perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi
informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan
statistik sektoral,

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi
informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan
statistik sektoral;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya informatika,
penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik,
Penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral,

pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Meningkatnya Keterbukaan Komunikasi dan Informasi

Penyebarluasan Informasi Melalui Media Publik

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Pen.anggung
Data jawab

1 Meningkatnya Jumlah saluran Jumlah saluran komunikasi dan informasi Laporan Seluruh
saluran komunikasi komunikasi dan informasi pada tahun N data bidang
dan informasi

2 Meningkatnya Jumlah web aplikasi / sub Jumlah web aplikasi / sub domain yang Laporan Bidang
pelayanan domain dikelola pada tahun N data Aplikasi &
komunikasi dan Informatika
informasi berbasis
TIK
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31. Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Tujuan

Indikator Tujuan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Satuan Polisi Pamong Praja

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

a. perumusan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketertiban
masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketertiban
masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum
dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;

d. penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat, sumber daya
aparatur, dan perlindungan masyarakat;

e. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat

Persentase Penurunan Gangguan Ketrentaman dan Ketertiban Umum (Trantibum)

Sumber Penan n
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula v ggung
Data Jawab
1. Menurunnya Persentase patrol siaga Banyaknya kelompok patrol x 3 kali Bidan
gangguan ketertiban umum dan sehari ) &
Ketertiban
ketentraman dan ketentraman masyarakat — |---------mmmmmmm oo x 100% Laporan Umum dan
ketertiban umum Banyaknya kelompok Kecamatan Kegiatan
) . Ketentraman
(jumlah wilayah Kecamatan) dalam
. Masyarakat
wilayah Kabupaten
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Sumber

Penanggung

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula
Data Jawab
Cakupan penegakan Jumlah pelanggaran Perda / Perkada Bidang
Peraturan Daerah (Perda) yang diselesaikan di tahun N Penegakan
dan/atau Peraturan Kepala |-----------------—------—-m oo x 100%| Laporan Produk
Daerah (Perkada) Jumlah pelanggaran Perda / Perkada Kegiatan Hukum
yang dilaporkan dan/atau dipantau di Daerah
tahun N
2. Meningkatnya Rasio jumlah satuan Jumlah anggota Linmas se Kab.
perlindungan Linmas per RT atau Lumajang Laporan
masyarakat sebutan lainnya = = =00 |-mmmmmmmmmmmmm x 100% Data )
. Bidang
Jumlah RT se Kab.Lumajang i
— Perlindungan
Persentase Pam Swakarsa Jumlah Desa yang memiliki Pam
. . Masyarakat
desa yang aktif Swakarsa aktif Laporan
——————————————————————————————————————————————— x 100% Data
Jumlah RT se Kab.Lumajang
3. Meningkatnya Cakupan pelayanan Jumlah luas WMK kabupaten
penanganan bencana kebakaran di =~ |[------mmmmmmmm e x 100% Laporan
bencana kebakaran | Kabupaten Jumlah luas potensi ancaman Data
kebakaran
Tingkat waktu tanggap Jumlah kasus kebakaran di WMK
daerah wilayah manajemen | yang ditangani dalam tingkat waktu Satool PP
kebakaran (WMK) tanggap P
----------------------------------------------- x 100% Laporan
Jumlah kasus kebakaran dalam Data

jangkauan WMK
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Jumlah seluruh kebakaran yang
terjadi pada tahun N

Sumb P
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula umoer enanggung
Data Jawab
Persentase aparatur Jumlah satgas Damkar yang memiliki
pemadam kebakaran yang sertifikasi sesuai standar kualifikasi Laporan
memenuhi standar = 00@|r---mmmmmmmmmme x 100% Data
Jumlah satgas Damkar
Persentase cakupan WMK Jumlah WMK memiliki mobil
yang memiliki mobil dan/atau mesin Damkar yang laik
dan/atau mesin Pemadam pakai
. . Laporan
Kebakaran laik pakai =~ |---————————mmmmm x 100% Data
Jumlah WMK atau lingkungan
dan/atau kawasan berpotensi
kebakaran

Persentase ketepatan Jumlah penanganan kebakaran yang
tingkat waktu tanggap sesuai dengan ketepatan tingkat
penanganan bencana waktu tanggap bencana kebakaran

Laporan
kebakaran pada tahun N :

Kegiatan

32.

Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

RSUD dr. Haryoto

Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dengan mengedepankan upaya penyembuhan dan
pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta
pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian

dan pengembangan.
a. Pelayanan medis;

b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
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Tujuan
Indikator Tujuan

Pelayanan asuhan keperawatan;

Pelayanan rujukan;

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan;

. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Bidang Tugasnya.
Meningkatkan layanan kesehatan di RSUD dr. Haryoto

Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar akreditasi nasional

SRt Ao

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Penanggung
Data Jawab
1. | Meningkatnya 1. Indeks kepuasan Laporan
Kualitas layanan dan masyarakat (IKM) Hasil
manajemen rumah Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit Survei
sakit Kepuasan
Masyarakat
2. Persentase indikator Jumlah Indikator SPM Rumah Sakit RSUD dr.
standar pelayanan yang mencapai target Laporan Haryoto
minimal (SPM) yang = |-----—mmmmmmmm e x 100%| Tahunan
mencapai target Jumlah seluruh indikator SPM
3. Cost Recovery Rate (CRR) | Pendapatan operasional Rumah Sakit
Laporan
_______________________________________________ x 100% Keuangan
Belanja operasional Rumah Sakit

33.

Instansi
Tugas Pokok

RSUD Pasirian
a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan operasional pelayanan kesehatan rujukan
kepada masyarakat ;
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

Fungsi

Tujuan
Indikator Tujuan

sesuai

b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Rumah Sakit ;

c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan aparatur pelaksana dan staf Rumah Sakit.

a. Perumusan rencana kerja dan program/kegiatan Rumah Sakit ;

b. Penyusunan kebijakan teknis Rumah Sakit ;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan medis ;

d. Pengkoordinasian pelayanan penunjang medis dan non medis ;

e. Pengkoordinasian pelayanan asuhan keperawatan ;

f. Pelaksanaan pelayanan rujukan ;

g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi
kewenangannya ;

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang

perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Meningkatnya akuntabilitas dan mutu pelayanan

Akreditasi Rumah Sakit

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Rumus/ formula

Sumber Data

Penanggung
Jawab

1.

Meningkatnya
kualitas layanan
rumah sakit

1. BOR (Bed Occupancy

Jumlah hari perawatan

ditempati

Jumlah pasien keluar hidup +
jumlah pasien keluar mati

Rate) / Persentase = |-——-----—mmmmmmmmmm x 100% Lap. Pelayanan
tingkat penggunaan (Jumlah tempat tidur X Jumlah
tempat tidur hari dalam 1 tahun)
2. TOI (Turn Over (Jumlah tempat tidur X periode) —
Interval) / Waktu rata- hari perawatan
rata tempat tidur tidak |----------—---c-mmmmm x 100%

Kasi Yanmed
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Penanggung

Rumah Sakit yang
memiliki kompetensi

Jumlah SDM Rumah Sakit

x 100%

No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data Jawab

3. NDR (Nett Death Rate) Jumlah pasien mati > 48 jam
/ Angka kematian 48  |----------mmmmmmm x 100%
jam setelah dirawat Jumlah pasien keluar hidup +
untuk setiap 1.000 jumlah pasien keluar mati
penderita keluar

4. Indeks Kepuasan Nilai IKM Lap. SPI Kepala TU
masyarakat

5. Persentase indikator Jumlah indikator SPM pelayanan Kasi
Standar Pelayanan Rumah Sakit yang mencapai target :

.. Lap. Yanmed Penunjang
Minimal (SPM) yang  |------------mmmmmmmmm oo x 100% Medik
mencapai target Jumlah seluruh indikator SPM RS
2. | Meningkatnya tata 6. CRR (Cost recovery Jumlah pendapatan fungsional
kelola rumah sakit Rate) / kemampuan — |--------—--mmmmmmmm x 100%
rumah sakit menutup Jumlah biaya operasional
] Lap. Keuangan Kepala TU

biaya dengan
penerimaan retribusi
pasien

7. Persentase Sumber Jumlah SDM Rumah Sakit yang
daya Manusia (SDM) memiliki kompetensi profesi Lap Kepegawaian Kepala TU

34.

Instansi
Tugas Pokok

Fungsi

Kecamatan

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik
wilayah, kebutuhan dan tugas pmerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

57




INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan
Indikator Tujuan

;o0 o

. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaran dan sarana pelayanan umum
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat

daerah di tingkat Kecamatan

= 02

Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan

. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di

Kecamatan

i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baik

Nilai IKM

dilakukan dengan instansi / lembaga
lain yang terkait

Sumb P
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula umber enanggung
Data Jawab
1. | Meningkatnya Nilai IKM Nilai IKM Hasil Kasi
kualitas pelayanan Survei
Pelayanan
Kecamatan Kepuasan
Umum
Masyarakat
2. | Meningkatnya Persentase hasil fasilitasi Jumlah hasil fasilitasi dan
kualitas fasilitasi dan | dan koordinasi yang koordinasi yang ditindaklanjuti Seluruh
koordinasi ditindaklanjuti 00| smmmmmmemmm x 100% Seluruh Pejabat
Kecamatan Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang Kasi Struktural
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